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Abstract:  
Ramadan is a month that is holy and full of mercy, a month full of favors 

and full of forgiveness for every Muslim. To create a solemn and 

comfortable Ramadan fasting for Muslims in the City of Banjarmasin, the 

government of the City of Banjarmasin passed the RegionalxRegulation of 

the City of Banjarmasin Number 4 of 2005 concerningxAmendments to the 

RegionalxRegulationxof the City of Banjarmasin Number 13 of 2003 

concerning Prohibitionxof Activitiesxduring the Monthxof Ramadan. This 

regional regulation contains a ban on opening stalls, restaurants, rombong, 

cafes and the like during fasting time or during the day and is only allowed 

to sell in the afternoon at 17.00 WITA. As well as a ban on activities in 

entertainment venues for a full month. This regional regulation also 

includes sanctions that apply to business actors and the public who are 

found to have violated this regional regulation. The formulation of 

thexproblem inxthis studyxis how to regulate the law regarding the 

prohibition of activities in the month of Ramadan according to the Regional 

Regulationxof the City of Banjarmasin Number 4 of 2005 concerning 

Amendments to the RegionalxRegulation of the City of Banjarmasin 

Number 13 of 2003 concerning the Prohibitionxof Activities in the 

Monthxof Ramadan and how is the Juridical Analysis of the 

RegionalxRegulations of the City of Banjarmasin Number 4 of 2005 

concerning Amendments to Banjarmasin City Regional Regulation Number 

13 of 2003 concerning Prohibition of Activities in the Month of Ramadan in 

a Constitutional Perspective. Thextype of research used is casexstudy 

research using normative methods. In thisxstudy, researchers seek and 

obtain information through literature, journals, laws and regulations, 

internet browsing, and other documents. In this case the researcher looks 

for the books needed. 
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PENDAHULUAN 

NegaraxKesatuanxRepublikxIndonesiaxmerupakanxnegaraxhukum.Ketentuanxini ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-UndangxDasarxTahun 1945. Halxtersebut mensyarakatkanxbahwa 

hukumxharus dipegangxteguh dan setiapxwargaxnegara, dan aparaturxnegara harusxmendasarkan 

tindakannyaxpadaxhukum.Dengan demikian, penyelenggaraanxpemerintahanxnegara berdasarkan 

dan di aturxmenurut ketentuan-ketentuanxkonstitusi, maupunxketentuan hukumxlainnya, 

yaituxundang-undang, peraturan pemerintah, peraturanxdaerah, maupunxketentuan-ketentuan 

hukumxlainnya, yang ditentukanxsecara demokratisxdanxkonstitusional. 

Di eraxmodern saat ini, idexnegara hukumxyang demokratis (democratische rechtsstaat) 

menjadixkeniscayaan dibanyakxnegara. Negaraxhukum demokrasixmerupakan konsepxnegara 

yangxmengupayakan keterlibatanxmasyarakat dalamxpenentuanxkebijakan publik. Dalamxabad 

inixhampir tidakxada satu negaraxpun yangxmenganggap sebagai negaraxmodern 

tanpaxmenyebutkanxdirinya negaraxberdasarkanxatas hukum. 

Artinya, dalamxnegaraxhukum, hukumxmerupakanxpranata terhadapxhak dan 

kewajibanxanggotaxmasyarakat, yaituxmenetapkan caraxbertingkahxlaku manusiaxdi dalam 

hidupxbermasyarakatxserta keharusanxuntuk menaatinya. Jikaxketaatan padaxhukum ini hanya 

diserahkanxkepada kemauanxbebas manusia xsepenuhnya, maka tujuanxkaidah hukum 
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akanxsulitxdicapai. Karenanya, perlu xdiiringi denganxsanksi untukxmempengaruhi kemauan bebas 

ituxyang berartixmemaksa anggotaxmasyarakat untukxtaat padaxhukum. Pamaksaan ketaatan 

akanxhukum inixmembawa kitaxkepada masalahxkekuasaanxdalam arti kemampuan untuk 

menegakkanxdayaxpaksanya. 

Subtansixyang sangatxdiharapkan, dalamxproses inixadalah keseimbanganxnilai pada aspek 

hukumxdan aspekxkekuasaan (ballanced). Untukxitu, hukum tidakxbekerja menurut ukuran dan 

pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yangxbaik 

dilakukan bagi xmasyarakatnya. Sehinggaxhukum tidak hanyaxberfungsi sebagai penangkal 

penyalahgunaan kekuasan tetapi juga meminimalisir pelanggaran atas hak-hakxrakyat olehxpenguasa. 

Sebuahxnegaraxhukum, baik dalamxarti rechstaat maupun thexrule of law, dapat disebut 

negaraxhukum demokratisxketika memenuhixbeberapaxketentuan, yaitu: 

1) Diterapkannya asasxlegalitas, artinya xsetiap tindak pemerintahanxharus didasarkan atas 

dasarxperaturanxperundang-undangan (wettelijke grondslag); 

2) Pembagianxkekuasaan, syaratxini mengandungxmakna bahwa kekuasaanxnegara tidak 

bolehxhanyaxbertumpu padaxsatu tangan; 

3) Dipenuhinyaxhak-hak dasar (grondrechten), yaknixhak-hak dasarxmerupakan sasaran 

perlindunganxhukum bagixrakyat dan sekaligusxmembatasi kekuasaanxpembentukan Undang-

Undang; dan 

4) Pengawasanxpengadilan bagixrakyat, yaknixtersedianya saluranxmelalui pengadilanxyang 

bebasxuntuk mengujixkeabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindakxpemerintahan. 

Kemudianxdari keempatxsyarat umumxtersebutxdikerucutkan menjadixdua jenis syarat utama 

cirixnegaraxhukum, yakni asasxlegalitas dan asasxperlindungan kebebasanxsetiap orang atas hak-hak 

asasixmanusia. Halxtersebut, menunjukkanxdengan jelasxbahwa ide sentral daripadaxnegaraxhukum 

adalah pengakuan danxperlindungan terhadapxhak-hak asasi manusia, yangxbertumpu atasxprinsip 

kebebasanxdan persamaan. Artinya, adanyaxundang-undangxdasarxakan memberikan 

jaminanxkonstitusioanal terhadapxasas kebebasanxdan persamaan, 

sehinggaxmenghindarkanxpenumpukan kekuasaanxdalam satu tangan, yang sangatxcenderung 

kepadaxpenyalahgunaanxkekuasaan. 

Dalamxskripsi ini, penulisxmemfokuskan pada pasal 2 ayat (3) PeraturanxDaerah Kota 

BanjarmasinxNomor 4 Tahun 2005 tentangxLarangan KegiatanxPada BulanxRamadhan yaitu; 

Dilarangxmakan minumxdan/atau merokok dixrestoran, warung, rombongxdan yang 

sejenisnyaxsebagaimanaxdimaksud ayat (1) pasal ini danxdi tempat-tempat umumxdari masa 

imsyakxsampai denganxwaktu berbukaxpuasa. 

Berdasarkanxpemaparan diatas, makaxdiperlukannya penelitianxlebih lanjut terkait 

PeraturanxDaerah kota Banjarmasinxnomor 4 tahun 2005 tentangxLarangan KegiatanxPada 

BulanxRamadhan, peneliti tertarikxuntuk meneliti sertaxmengangkat ke dalamxbentuk 

skripsixdengan judul: analisis yuridisxterhadap laranganxkegiatan pada bulanxramadhan 

dalamxperspektif konstitusi (Studi Atas PeraturanxDaerah KotaxBanjarmasin Nomor 4 Tahun 2005). 

 

METODExPENELITIAN 

Metodexpenelitian yangxdigunakan olehxpeneliti adalah metodexpenelitianxnormatif, yaitu 

penelitianxhukum yangxdilakukan dengan caraxmeneliti bahan pustakaxatau data sekunder,  disebut 

jugaxpenelitianxdoktrinal, dimanaxhukum seringkalixdikonsepkan sebagai apa yangxtertulis dalam 

peraturanxperundang-undangan (law in books) atauxdikonsepkan sebagai xkaidahxatau normaxyang 

merupakan patokanxberperilakuxmanusia yang dianggap pantas. Dalamxpenelitian ini, 

penelitixmencari danxmendapatkan informasixmelalui literature-literatur, jurnal, 

peraturanxperundang- undangan, browsingxinternet, dan dokumen-dokumenxlainnya. Dalamxhal ini 

penelitixmencari buku-buku yangxdibutuhkan. 

Teknikxpengumpulanxdanxpengolahan bahanxhukum penelitixpenggunakanxStudi 

Kepustakaan (Library Research) untukxmemperolehxhasil yang objektifxdan dapat 

dibuktikanxkebenaran sertaxdapat dipertanggungjawabkanxhasilnya, studixini dilakukan dengan 

caraxmelalui bahanxhukumxprimer, bahanxhukum sekunder, dan bahanxhukum tersier. 

Analisisxbahan hukumxmenggunakan data-data yangxtelah diperolehxtersebut kemudian 
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dianalisaxdengan melaluixpendekatan secaraxanalisisxnormatif, yaitu dengan 

mengadakanxpengamatan data - data yangxdiperoleh dan menghubungkanxtiap-tiap data yang 

diperolehxtersebut denganxketentuan - ketentuan maupunxasas - asas hukum yang terkait 

denganxpermasalahanxyang diteliti denganxlogika induktif, yaknixberpikir dari hal yang 

khususxmenuju hal yangxlebihxumum, denganxmenggunakan perangkatxnormatif, yakni 

interpretasixdan konstruksixhukum dan selanjutnyaxdianalisis denganxmenggunakan 

metodexnormatif sehinggaxdapat ditarikxkesimpulan denganxmetode deduktifxyang 

menghasilkanxsuatu kesimpulanxyang bersifat umumxterhadap permasalahanxdan tujuanxpeneliti. 

 

HASIL DANxPEMBAHASAN 

PengaturanxHukum TentangxLarangan Kegiatan Pada BulanxRamadhan  

Sesuaixdenganxamanat Undang-Undang DasarxNegara RepublikxIndonesiaxtahun 1945 pasal 

18, pemerintahxdaerah diberikanxpemerintahxdaerah berwenangxuntukxmengatur dan 

mengurusxsendiri urusanxpemerintahanxmenurut asasxotonomi dan tugasxpembantuan. 

Pemberianxotonomixluas kepadaxdaerah diarahkanxuntuk mempercepatxterwujudnya 

kesejahteraanxmasyarakat melaluixpeningkatanxpelayanan, pemberdayaanxdan peranxserta 

masyarakat. Disamping ituxmelaluixotonomixluas, daerahxdiharapkan mampu meningkatkan 

dayaxsaingxdengan memperhatikanxprinsipxdemokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

danxkekhususan sertaxpotensi danxkeanekaragamanxdaerahxdalam sistemxNegara Kesatuan 

RepublikxIndonesia. 

Denganxbegitu maka, PeraturanxDaerah sebagaixsalah satu instrumenxhukum (Produk 

HukumxDaerah) yangxdilahirkan untukxmemberikanxaturan terhadapxkebijakan atau pun 

aspirasixyang munculxdi daerah, yang kemudianxditerapkan xalamxdaerah masing-masing 

(Kabupaten/Kota). 

BahwaxPrinsipxotonomixdaerahxmenggunakanxprinsipxotonomi seluasluasnyaxdalam arti 

daerahxdiberikanxkewenangan mengurusxdan mengaturxsemua urusanxpemerintahan di 

luarxyangxmenjadi urusan Pemerintahxyang ditetapkanxdalam Undang-Undang ini. Daerah 

memilikixkewenanganxmembuat kebijakanxdaerah untukxmemberixpelayanan, peningkatan 

peranserta, prakarsa, danxpemberdayaanxmasyarakatxyangxbertujuanxpadaxpeningkatan 

kesejahteraanxrakyat. 

DalamxUndang-Undang Nomor 23 Tahunx2014 bahwaxdaerah diberikanxkewenangan 

dalamxmembuatxperaturanxdaerahnya, sepanjangxaturan tersebutxtidakxbertentangan 

denganxperaturanxyang lebihxtinggi atauxbertentanganxdenganxkepentinganxumum. Hal ini 

menunjukkanxbahwa Perdaxsebagai instrumenxhukum yangxdibuat olehxPemerintah Daerah 

(dalamxhal inixkepalaxdaerahxdan DewanxPerwakilanxRakyatxDaerah) untukxmengatur daerahnya. 

Mengatur (regeling) disinixmaksudnyaxadalahxperda yangxdilahirkanxadalah 

perdaxyangxberfungsixuntukxmengaturxpublik (masyarakat) xdalamxwilayahnyaxmasing-masing, 

sesuaixdenganxpemberianxkewenanganxyang diberikanxoleh undang-undang. 

Denganxdemikianxlahirnya PeraturanxDaerahxKota Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

LaranganxKegiatanxPada BulanxRamadhanxyangxkemudianxdirevisi melaluixPeraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2005 tentangxPerubahanxAtas PeraturanxDaerah KotaxBanjarmasin Nomor 13 

Tahun 2003 tentangxLaranganxKegiatan PadaxBulanxRamadhan, yangxkemudian lebih 

dikenalxdengan PerdaxRamadhan. Dimanaxperda ini mengaturxtentang kegiatan 

berjualanxwarungxmakanan danxminuman selamaxpelaksanaan ibadahxramadhan, khususnyaxdi 

KotaxBanjarmasin. 

Namunxternyata dalamxperjalanannya, setelahxbeberapaxtahunxpelaksanaanxperda ini 

berjalan banyakxkendala yangxdihadapi, salahxsatunyaxadalah tingginyaxangka pelanggaran 

terhadapxperda ini, ditambahxdengan belumxoptimalnya penegakanxperdaxini. Sehingga 

dilakukanxrevisi melaluixPeraturanxDaerah Nomor 4 Tahunx2005 tentangxPerubahanxAtas 

PeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentangxLarangan Kegiatan Pada 

BulanxRamadhan yangxdimaksudkanxagar perdaxtersebutxbenar-benarxdapat 

dilaksanakanxdanxditerapkan, sehinggaxtujuan terciptanyaxkekhusukan dalam melaksanakan 

ibadahxpuasaxdapatxtercapai. 
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PeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasinxNomor 4 Tahun 2005 TentangxPerubahanxAtas 

PeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasinxNomor 13 Tahun 2003 TentangxLaranganxKegiatan 

PadaxBulanxRamadhan yangxberlaku di KotaxBanjarmasinxini disahkanxpada tanggal 29 Juli 2003 

olehxWalikotaxBanjarmasinxpadaxwaktu itu H. Sofyan Arpanxdengan dasar-dasar: 

1. Undang-Undang Nomor 27xTahun 1959 TentangxPenetapanxUndang-UndangxDarurat Nomor 3 

Tahun 1953  TentangxPembentukanxDaerahxTingkat II KalimantanxLembaran NegaraxTahun 

1953 Nomor 9 SebagaixUndang-Undang (LembaranxNegaraxTahun 1959 Nomorx72, 

TambahanxLembaranxNegaraxNomor 1820); 

2. Undang-UndangxNomor 8 Tahunx1981 TentangxPidana (LembaranxNegaraxTahun 1981 Nomor 

76, TambahanxLembaranxNegaraxNomor 3209). 

3. Undang-UndangxNomor 22 Tahun 1999xTentangxPemerintahanxDaerah (Lembaran 

NegaraxTahun 1999 Nomor 60, TambahanxLembaranxNegara Nomor 3839) 

4. PeraturanxPemerintahxNomor 25 Tahun 2000 TentangxKewenanganxPemerintah Dan 

KewenanganxProvinsixSebagaixDaerahxOtonom (LembaranxNegara Tahunx2000 Nomor 54, 

TambahanxLembaranxNegara Nomor 3953); 

5. PeraturanxDaerahxKotamadyaxDaerahxTingkat II BanjarmasinxNomor 16 Tahun 1992 

TentangxPenyidikxPegawaixNegerixSipil; 

6. PeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasinxNomor 7 Tahun 2000 TentangxKewenangan 

DaerahxKotaxBanjarmasin (LembaranxDaerah KotaxBanjarmasinxTahun 2000) 

7. PeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 TentangxSusunanxOrganisasi 

DanxTataxKerja SekretariatxDaerah, SekretariatxDewanxPerwakilanxRakyatxDaerah, Dinas, 

Badan, KecamatanxDanxKeluarahanxKotaxBanjarmasin, SebagaimanaxTelah 

DiubahxDenganxPeraturanxDaerah KotaxBanjarmasinxNomor 1 Tahun 2002 (Lembaran 

DaerahxTahun 2002 Nomor 1). 

DenganxpersetujuanxDewanxPerwakilanxRakyatxDaerah KotaxBanjarmasinxsehingga 

PeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasin tentangxLaranganxKegiatanxpadaxBulanxRamadhan disahkan. 

Beberapaxkonsideranxsudah menjelaskanxtentangxsinkronisasixaturanxyang lebih tinggixdengan 

aturanxdibawahnya. MisalnyaxmenjadikanxUndang-undangxNomor 8 Tahun 1981 tentangxHukum 

AcaraxPidana sebagaixdasar hukumxdianggap tidakxtepat danxcacat 

hukumxkarenaxsubstansixpenegakanxoleh pihakxterkait terdapatxkekeliruanxdalam bentuk 

sanksixdari hasilxpenegakannyaxkarena Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1981 lingkup 

sanksixdalamxpenegakanxadalahxpidana pokokxdalamxKUHP sedangkanxPeraturanxDaerah 

LaranganxKegiatanxPada BulanxRamadhanxpadaxPasal 6 menyatakan “Pelanggaran 

terhadapxketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturanxdaerahxini, selainxdikenakanxsanksixpidana 

sebagaimanaxdimaksudxpadaxPasal 5 ayat (1) dapatxdikenakanxsanksixadministrasixberupa 

pencabutanxizinxusaha”, lebihxlanjut jikaxdiukurxdarixprinsipxketiga, Isi atauxmuatan 

peraturanxperundang-undanganxyangxlebihxrendahxtidakxbolehx menyimpangix atau 

bertentanganxdenganxperaturanxperundang-undanganxyang lebihxtinggixtingkatannya. 

 

AnalisisxYuridisxterhadapxPeraturan Daerah KotaxBanjarmasin 

Negaraxhukumxsebagai suatuxistilah dalamxperbendaharaan bahasaxIndonesia 

merupakanxterjemahanxdari rechtsstaat maupunxrule ofxlaw. Ketigaxistilah tersebut memilikixarah 

yangxsama, yaituxmencegah kekuasaanxabsolut demixpengakuan dan perlindunganxhak asasi. 

DalamxKamus Bahasa Indonesia, istilahxnegaraxhukumxdiartikan sebagai: 

“Negaraxyangxmenjadikanxhukumxsebagai kekuasaanxtertinggi. Lebihxlanjut dijelaskanxbahwa 

negaraxhukum terdirixdari negaraxhukumxformal danxnegaraxhukum material. 

Negaraxhukumxformal adalahxnegaraxyang segalaxtindakannyaxdidasarkanxhanya atasxhukum 

yangxtertulis, yangxsecaraxformalxtercantumxdalamxperaturanxperundang-undangan, sedangkanx 

negarax hukumx materialx adalahx negaraxyangxtidakxhanya 

mendasarkanxsegalaxtindakannyaxpadaxperaturanxxperundang-undangan, tetapi juga 

menyelenggarakan kesejahteraan umum.” 

Gagasanxnegaraxhukumxyang didasarkanxxatasxxprinsip-prinsipxdemokrasixdan 

keadilanxsosialxdalamxmasyarakatxbangsaxIndonesiaxyangxbersatuxxmerupakan suatu 
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gagasanxyangxnampaknyaxdidasarkanxatas persepsixdarixparaxpendirixnegara Republik Indonesia 

terhadapxkenyataanxsejarahxyang pernahxdialamixbangsaxIndonesia. 
Denganxmemperhatikanxunsur-unsurxatauxprinsip-prinsipxnegaraxhukum tersebut, maka 

dapatxditarikxbenangxmerahxbahwaxdalam Negara hukum, hukumxmempunyai 

kedudukanxyangxkuat, danxprosesxpenyelesaianxkonflik tersebutxdilakukan melalui 

mekanismexhukum, sehinggaxtetapxterjaminxhak asasixmanusiaxdenganxmemberikan seluas-

luasnyaxmasyarakatxmelakukanxkontrolxbaik politik, xsosial, danxhukum. Berkaitanxdengan 

halxtersebut, hukumxdiwujudkanxdalamxperaturanxperundang-undangan. Peraturanxperundang-

undanganxadalah peraturanxtertulis yangxmembuat norma hukumxyang mengikatxsecaraxumum 

danxdibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur 

yang ditetapkan dalamxperaturan perundang-undangan.  

Dalamxsumberxtataxhukumxdi IndonesiaxPancasilaxdijadikan sebagaixsumber dari 

segalaxsumberxhukumxnegaraxsebagaimanaxsesuaixdengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaanxdalamxPermusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Posisi Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology Negara serta sekaligus dasar filosofis 

Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalamxpancasila. 

Pancasilaxtidak adaxdalamxhierarkixperaturanxperundang-undanganxkarena nilai-nilai 

Pancasilaxtelahxterkandungxdalamxsuatuxnorma dixUndang-Undang Dasar negara Republik 

IndonesiaxTahunx1945. Halxinixsesuaixbunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

tahunx2011, yakni: “Undang-UndangxDasarxNegaraxRepublikxIndonesiaxTahun 1945 

merupakanxhukumxdasarxdalamxPeraturanxPerundang-undangan.” 

Maksudnyax “hukumxdasar” adalahxnormaxdasarxbagixpembentukanxperaturan perundang-

undanganxxyangxxmerupakanxxsumberxhukumxbagixpembentukanxperaturan perundang-

undanganxdi bawahxUndang-UndangxDasarxRepublikxIndonesiaxtahun 1945.  PendapatxHans 

Nawiaskyxyangxmenjelaskanxbahwaxdalamxsuatuxnegaraxyang merupakan 

kesatuanxtatananxhukum, terdapatxsuatuxkaidahxtertinggi, yangxkedudukannyaxlebih tinggi 

daripadaxUndang-UndangxDasar. Kaidahxtertinggixdalamxtatananxkesatuanxhukumxdalam 

negaraxdisebutxstaatsfundamentalnorm, yangxuntukxIndonesiaxberupaxPancasila. 

Dalamxhal inixPeraturanxdaerahxyangxlebihxrendahxtidak bolehxbertentangan dengan 

peraturanxdi atasnyaxapa lagixdenganxPancasilaxsebagaixstaatsfundamentalnormxwalaupun 

keberadaanxregulasi tersebutxbagian dariximplementasi silaxpertama, karenaxdalam 

memahamixPancasilaxsebagai satuxkesatuanxsistemxbukanxhanyaxberdasarkan pemahaman 

salahxsatuxsilaxsaja. 

Peraturanxyangxadaxmemangxharusxberlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan 

adilxdanxtidakxadil dapatxdiminimalkan. HalxtersebutxdikarenakanxPancasilaxsebagai dasar 

negaraxmenaungixdanxmemberikanxgambaranxyangxjelasxtentang peraturan tersebut berlaku untuk 

semuaxtanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan 

arah tentang hokum harus menciptakan keadaan Negara yang lebih baik dengan 

berlandaskanxpadaxnilai-nilaixketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, danxkeadilan. 

DasarxPancasilaxxsebagaixsumberxdarixxsumberxxhukumxxharus dilihat sumber 

yuridisnyaxadalahxberdasarkanxPimpinanxMPR danxTim KerjaxSosialisasixMPR periode 2009- 

2014 menyebutkan Peneguhan Pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana 

terdapatxpadaxpembukaan, jugaxdimuatxdalamxKetetapanxMPR Nomor XVIII/MPR/1998, 

tentangxPencabutanxKetetapanxMPRxNomor II/MPR/1978 tentangxPedomanxPenghayatan 

danxPengamalanxPancasila (EkaprasetyaxPancakarsa) danxketetapanxtentangxPenegasan 

PancasilaxsebagaixDasarxNegara. MeskipunxstatusxketetapanxMPRxtersebutxsaat inixsudah 

masukxdalamxkategorixketetapanxMPRxyangxtidak perluxdilakukanxtindakanxhukum lebih lanjut, 

baikxkarenaxbersifat einmalig (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. 

LatarxbelakangxterbentuknyaxregulasixLaranganxKegiatanxPadaxBulanxRamadhaninixadalahxkaren

axKotaxBanjarmasinxsebagaixkotaxyangxmemilikixxpendudukxxmuslim mayoritas maka dianggap 
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sangat memerlukan suatu regulasi yang mengatur bagaimana perlindungan dan penertiban dalam 

pelaksanaan ibadah pemeluk beragama. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah puasaxmerupakan 

salahxxsatuxxrukunxIslamxxyangxxwajibdilaksanakanxolehxsetiapxmuslimxdanxpelaksanaannyaxha

rusxdihormati oleh setiap muslim maupunxyangxbukanxmuslim. 

Maknaxtersebutxtersiratxbahwaxuntukxmengaturxxketertibanxxdalamxxmenjalankan 

perintahxagama, negaraxharusxhadirxuntukxmemberikanxperlindunganxkepadaxxsemua 

pemelukxagama. Rumusanxsila KetuhananxYangxMahaxEsa sebagaixsilaxpertama Pancasila 

sangatxeratxkaitannyaxdenganxmasalahxagama, silaxinixmenerangkanxtentangxketuhanan 

begituxpunxritualxkeagamaanxyangxdimaknaixsebagaixpengakuanxterhadapxTuhan. 

RegulasixPeraturanxDaerahxKotaxBanjarmasinxtentangxLaranganxKegiatan Pada 

BulanxRamadhanxtersebutxpada dasarnyaxdibentukxuntukxmemberikanxkenyamananxumat 

Islamxdalamxmenjalankanxibadahxpuasa. IbadahxpuasaxyangxdijalankanxolehxumatxIslam 

sebenarnyaxtidakxadaxkaitannyaxsecaraxlangsungxdenganxkeberadaanxwarung, rombong 

danxsejenisnyaxyangxdisebutkanxdi Pasal 1 ayat (1) tersebutxdi atas. UmatxIslam 

diwajibkanxmenahanxlapar, hausxdanxhawaxnasfunyaxdari hal-halxyangxmembatalkan puasa. 

Ketikaxterdapatxwarungxdanxsejenisnyaxpadaxprinsipnyaxituxbagianxdari cobaan 

danxtantanganxyangxharusxdilewatixoleh umatxIslam. Jadixtidak adaxalasan yang benar-

benarxhakikixterhadapxpelaranganxtersebut, bahkanxdikhawatirkanxjustruxtermasuk ke 

dalamxpemaksaanxkeyakinanxagama atauxkepercayaanxkepadaxorangxlain. 

Aktifitasxmakanxxdanxxminumxdi tempatxumumxsebenarnyaxsamaxdenganxtopik 

bahasanxdi atas. Ketikaxada orangxmakan danxminum di warungxbukan menjadixmasalah 

yangxberartixuntuk umatxmuslim yangxberpuasa, karenaxumat muslimxmemang 

diperintahkanxuntukxmenahanxlapar, hausxdan hawaxnafsunyaxterhadapxtantangan yang demikian. 

UmatxIslamxsenantiasaxdapatxmenghormatixhak dasarxyangxdimiliki individu yaituxhakxhidup. 

Hakxhidupxtersebut salahxsatunya adalahxmemperoleh makan dan minum. 

Keadilanxjustruxtercederaixpula apabilaxmemaksakan orangxlain untukxberhenti 

mencarixnafkah. BaikxuntukxorangxIslamxmaupunxuntukxorang nonxmuslimxsama-sama 

mempunyaixhak untukxmencarixnafkah. Kegiatanxperekonomianxyangxefektif, berkeadilan dan 

berwawasanxlingkunganxuntukxmenciptakanxkemadirianxbangsaxdanxkesejahteraaan 

rakyatxharusxsenantiasaxdijaga. 

Keberadaanxxsanksixxpidanaxxyangxxdiberikanxxbagixxparaxpelanggarxjugaxpada 

hakekatnyaxtidakxsejalanxdenganxamanah teorixpemidanaanxgabunganxyangxdianutxoleh 

Indonesia. Alasannyaxjelas sekalixjika sanksixtersebutxhanyaxmEmfokuskanxpada 

perbuatanxyangxdiklasifikasikanxsebagaixtindakxpidanaxsaja bukaxterhadapxseluruhxaspek 

pemidanaanxbeberapaxdiantaranyaxmasyarakatxdanxpembangunanxhukumxituxsendiri. 

PentingnyaxmemantapkanxkedudukanxPancasila, makaxPancasila pun mengisyaratkan 

bahwaxkesadaranxakanxadanyaxTuhan milikxsemuaxorang danxberbagaixagama. Tuhan 

menurutxterminologixPancasila adalahxTuhanxYangxMahaxEsa, yangxtakxterbagi, yang 

maknanyaxsejalanxdenganxagamaxIslam, Kristen, Budha, Hinduxdanxbahkanxjuga Animisme. 

Artinyaxdisinixnegara sangatxdituntut peranxaktifnyaxdalamximplementasixtata 

nilaixxPancasilaxxyangxxmelindungixxsegenapxxbangsaxxIndonesiaxxdalamxxhalxxapapunkhususn

yaxkenyamanan, keamananxdanxkekhusukanxpemelukxagamaxuntukxmenjalankan 

syariatxagamanyaxmasing-masing, sepertixkenyamananxdanxkeamananxdalamxmenjalankan 

ibadahxpuasaxRamadhan bagixpemeluk agamaxIslamxdenganxtanpaxmengesampingkan 

pemelukxagamaxatauxkepercayaanxyangxlain.  

Perspektifxkeadilanxalangkahxlebihxbaik ketikaxmemandangxkonteksxagamaxdalam 

ruangxlingkupxyangxlebihxluasxyaituxcita hukumxPancasila. Halxinixdilakukanxagar terjadi 

keseimbanganxdalamxmenjalankanxsyariatxagamaxdanxmenjalankanxkehidupanxberagama dengan 

umat yangxlain. 

Teorixpemidanaanxgabunganxyangxpadaxhakekatnya sudah disepakati juga harusnya 

dapatxdijadikanxpedomanxdan acuanxdalam menentukanxsuatuxkebijakan. Menentukan 

sanksixpidanaxdalam PeraturanxDaerah KotaxBanjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Perubahan 

PeraturanxDaerah Nomor 3 Tahun 2003xtentangxLaranganxKegiatanxPada Bulan Ramadhan 
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merupakanxsuatu yangxbertentanganxdengan nilaixcita hukumxPancasila. Ketentuanxsanksi 

pidanaxharusxditinjauxulang. 

Hak AsasixManusia yangxdiaturxdalam Pasal 28 Undang-UndangxDasarxNegara 

RepublikxIndonesia Tahun 1945 dan jugaxUndang-Undang Nomor 39xTahun 2000xsudah 

dicideraixolehxPeraturanxDaerahxtentangxkegiatan padaxbulanxramadhan. Adaxbeberapa 

ketentuanxyangxdianggapxtelah melanggarxhak asasixmanusiaxmasyarakatxnon-muslim, 

yaknixadanyaxpengaturanxjam bukaxtempat-tempatxmakan danxlaranganxmakan ditempat umum, 

danxdianggapxmelanggarxhak asasixmanusia karenaxmembuatxmasyarakatxmerasa 

terbatasxdalamxmemenuhixkebutuhan hidupnyaxterutama masyarakatxnon-muslimxatau 

masyarakatxyangxsedangxtidakxmenjalankanxibadah puasaxRamadhan. 

KovenanxInternasional tentangxHak-Hak Ekonomi, xSosial, danxBudayaxadalah 

sebuahxperjanjianxmultilateral yangxditetapkanxoleh MajelisxUmumxPerserikatanxBangsa-

Bangsaxpadaxtanggal 16 Desember 1966 danxmulai berlakuxpada tanggal 3 Januari 1976. 

Kovenanxini betul-betul sangatxpenting, salahxsatunya dalamxmenegakkanxhakxasasi 

manusiaxakanxpangan. 

Hakxatasxpanganxdanxragamnyaxadalahxsebuah hakxasasi manusiaxyang melindungixhak 

seseorangxuntuk ketersediaanxpangan, mendapatkanxmakananxlayak, mendapatkanxaksesxpangan, 

dan memenuhixkebutuhanxdiet. Hak atasxpanganxmelindungi hakxseluruhxmanusiaxuntuk 

bebasxdari kelaparan, ketidakamananxpangan, danxmalanutrisi. SustainablexDevelopment Goals 

(SDGs) yangxkurunxwaktunyaxmulai Tahun 2015 hingga 2030 adalahxwujud nyataxkomitmen 

ratusanxkepala negaraxdi dunia untuk mengejawantahkanxKovenanxInternasionalxtentang Hak-Hak 

Ekonomi, SosialxdanxBudaya. 

Sebenarnyaxsuatuxdaerahxdapatxmenerbitkanxperda-perdaxberbau agamaxselama 

daerahxtersebutxdidelegasikanxsecara langsungxolehxpemerintah. Misalnyaxada dixAceh 

dimanaxpemerintahxmemberinyaxstatus sebagaixdaerahxistimewa. Berdasarkanxketentuan pasal 125 

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, pelaksanaanxsyairatxislam di Acehxterdiri 

darixpelaksanaanxibadah, pelaksanaanxhukumxperdata, penegakanxpidana, xperadilan, pendididkan, 

xdakwa, xsyiar danxpembelaanxislam. Olehxkarenanyaxpelaksaananxperda bernuansaxagamaxtidak 

masalahxpemberlakuannyaxselama dilaksanakanxpada suatuxdaerah istimewaxatau daerahxyang 

mendapatkanxmandat langsungxdari pemerintahxpusat agar 

dapatxmenerbitkanxperaturanxyangxbermotifkanxagama. 

Selainxdaripadaxhal-halxdixatas, penulisxtidakxmelihatxurgensixadanyaxpengaturan 

agamaxtertentu dalamxperaturanxdaerah maupunxperaturanxperundang-undanganxlainnya 

yangxditerbitkanxoleh pemerintahxdaerah maupunxkepalaxdaerah. ApalagixpadaxPeraturan 

DaerahxNomor 4 Tahun 2005 KotaxBanjarmasinxyangxmelarangxrumahxmakanxuntuk 

bukaxpadaxjamxpuasa, memuatxsanksixpidana bagixyangxmelanggarxtanpaxmemperdulikan 

agamanya.  

Padahalxsudahxjelasxdalam Pasal 28 E Undang-UndangxDasarxNegaraxRepublik 

Indonesiaxtahun 1945 dinyatakanxbahwaxberibadah menurutxagama yangxdianutnyaxadalah hak 

darixsetiap wargaxnegara. Padaxprinsipnya hakxberbeda denganxkewajiban, dimanaxhak 

bolehxdilaksanakan danxboleh tidak (tergantungxkehendakxpenerimaxhak). Bahkan, 

pemerintahxtidakxbolehxmelakukanxpaksaanxmeskipun terhadapxumat agamaxtersebut. Hal ini 

diaturxdalam ICCPR pasal 18 ayat (2) sebagaimanaxtelah diratifikasixIndonesiaxmelalui Undang-

UndangxNomor 12 tahun 2005 dimanaxsalah satuxunsur darixkebebasanxberagama 

adalahxtidakxadaxpaksaan. 

Olehxkarenaxitu perluxadanyaxpenyesuaianxterhadapxUndang-UndangxNomor 23 

tahunx2014 tentang PemerintahxDaerah terhadapximplementasinyaxpadaxpemerintah-

pemerintahxdaerahxdi Indonesia. Selainxitu jugaxperlu adaxperbaikanxterhadap aturan-

aturanxyangxmemuatxibadahxsuatuxagama yangxdisertaixdenganxpaksaanxbagixpemeluk 

agamaxterkaitxmaupunxpemelukxagamaxlainnya. Pemberlakuanxaturanxtentangxpemaksaan 

suatuxibadahxagama tidakxhanya melanggarxHak AsasixManusia bagixpemelukxagama lain, namun 

jugaxdari pemelukxagamaxterkait. Karenaxpadaxdasarnyaximanxseseorangxbukan 

datangxdarixpaksaan, namunxhadir darixdalamxdirixsendiri. 
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Dalamxkonsepxagama, ibadahxadalahxbersifatxrahasia. RasulullahxSAW dalamxsatu 

hadistxqudsi, bersabda: “SemuaxamalanxanakxAdam (manusia) ituxuntukxdirinya, kecuali puasa. 

xSebab, iaxadalahxbuat-Ku, danxAku sendirixyangxakanxmembalasnya,” (HR Bukhari, Muslim, An 

Nasai danxAhmad). RasulullahxSAWxbersabda: “Barangxsiapa 

berpuasaxdenganxkeimananxdanxmengharap (ridhaxdanxpahala-Nya), akanxdiampunkan 

baginyaxdosa-dosaxyangxtelah lalu,” (HR Bukhari, Muslim, An Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, At 

Tharmizi dan Ahmad). 

 

SIMPULAN 

LatarxbelakangxterbentuknyaxregulasixLaranganxKegiatanxPadaxBulanxRamadhan ini 

adalahxkarenaxKotaxBanjarmasinxsebagai kota yang memiliki penduduk muslim mayoritas maka 

dianggap sangat memerlukan suatu regulasi yangxmengaturxbagaimana perlindungan 

danxpenertibanxdalamxpelaksanaanxibadahxpemelukxberagama.Sebagaimana diketahui bahwa 

ibadah puasa merupakanxsalahxsatu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh 

setiapxmuslimxdanxpelaksanaannyaxharusxdihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan 

muslim.  

RegulasixPeraturanxDaerah KotaxBanjarmasinxtentangxLarangan xKegiatanxPada 

BulanxRamadhanxtersebutxpadaxdasarnyaxdibentukxuntukxmemberikanxkenyamanan umat 

Islamxdalamxmenjalankanxibadahxpuasa. IbadahxpuasaxyangxdijalankanxolehxumatxIslam 

sebenarnyaxtidakxadaxkaitannyaxsecaraxlangsungxdenganxkeberadaanxwarung, rombong 

danxsejenisnyaxyangxdisebutkanxdi Pasal 1xayat (1) tersebutxdi atas. UmatxIslam 

diwajibkanxmenahanxlapar, hausxdan hawaxnasfunya darixhal-halxyangxmembatalkan puasa. 

Ketikaxterdapatxwarung danxsejenisnyaxpadaxprinsipnyaxitu bagianxdari 

cobaanxdanxtantanganxyangxharusxdilewati olehxumat Islam. Jadixtidak adaxalasan yang benar-

benarxhakikixterhadapxpelaranganxtersebut,bahkanxdikhawatirkanxjustruxtermasuk kedalam 

pemaksaan keyakinanagamaxatauxkepercayaanxkepadaxorangxlain. 

Ketikaxadaxorangxmakanxdanxminum di warungxbukanxmenjadixmasalah yang 

berartixuntukxumat muslimxyangxberpuasa, karenaxumatxmuslim memangxdiperintahkan 

untukxmenahanxlapar, hausxdan hawaxnafsunyaxterhadapxtantanganxyangxdemikian. Umat 

Islamxsenantiasaxdapatxmenghormatixhak dasarxyang dimilikixindividuxyaitu hakxhidup. 

Hakxhidupxtersebutxsalahxsatunyaxadalahxmemperolehxmakan danxminum. 

Peraturanxyang adaxmemang harusxberlandaskan nilai-nilaixPancasila, makaxperasaan adil 

danxtidak adilxdapatxdiminimalkan. HalxtersebutxdikarenakanxPancasilaxsebagaixdasar 

negaraxmenaungi danxmemberikanxgambaran yangxjelas tentangxperaturan tersebut berlaku 

untukxsemuaxtanpa adaxperlakuanxdiskriminatifxbagixsiapapun. Olehxkarenaxitulah, 

Pancasilaxmemberikanxarah tentangxhukumxharus menciptakanxkeadaanxnegaraxyang 

lebihxbaikxdengan berlandaskanxpada nilai-nilaixketuhanan, xkemanusiaan, xpersatuan, kerakyatan, 

danxkeadilan. 

DalamxPasal 28 E Undang-UndangxDasarxNegaraxRepublikxIndonesiaxtahun 1945 

dinyatakanxbahwaxberibadahxmenurutxagamaxyangxdianutnyaxadalahxhak darixsetiap 

wargaxnegara. Padaxprinsipnyaxhak berbedaxdenganxkewajiban, dimanaxhakxboleh di 

laksanakanxdanxboleh tidak (tergantungxkehendakxpenerimaxhak). Bahkan, xpemerintah 

tidakxbolehxmelakukanxpaksaanxmeskipunxterhadapxumatxagamaxtersebut. Ibadahxpuasa (shaum) 

adalahxibadahxrahasia. Tidakxseorang punxyangxtahu, apabilaxseseorangxitu 

sedangxmenunaikanxibadahxpuasa. Yangxtahuxhanyalah, hambanyaxdenganxRabbnya yaitu Allah 

SWT. 
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